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I PENDAHULUAN

Kerangka hukum menjadi pondasi esensial untuk menjamin kelangsungan demokrasi yang substantif
serta partisipatif. Demokrasi bukan sekadar mekanisme pemilu, melainkan proses dinamis yang
melibatkan partisipasi warga dalam merumuskan kebijakan publik. Di ranah pembangunan sosial,
hukum berperan sebagai alat normatif yang memandu pemerataan keadilan serta perlindungan hak
kelompok masyarakat yang beragam. Dengan demikian, penguatan kerangka hukum mutlak diperlukan
guna mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Secara praktis, keterlibatan
masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik masih menghadapi berbagai hambatan, terutama bagi

kelompok rentan dan terpinggirkan.

Laporan dari OECD pada tahun 2005, yang di analisis oleh (Taylor et al., 2023) mencatat bahwa
pembangunan dunia mengungkap bahwa regulasi partisipatif yang dianut banyak negara kerap gagal

diterapkan secara optimal dalam proses kebijakan. Permasalahan ini semakin kompleks dalam konteks
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desentralisasi dan pembentukan daerah baru (dacrah pemekaran), di mana kapasitas legislasi lokal
seringkali belum memadai untuk menerjemahkan kerangka hukum nasional ke dalam regulasi daerah
yang partisipatif dan berpihak pada kelompok rentan. Menurut (Schéfer & Syam, 2025) dan (Siregar et
al., 2022), di Indonesia, Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan fluktuasi yang mengindikasikan
kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan partisipasi publik. Kesenjangan ini cenderung lebih
lebar di daerah hasil pemekaran karena keterbatasan sumber daya manusia hukum dan mekanisme
harmonisasi regulasi yang lemah. Situasi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum belum sepenuhnya

efektif sebagai alat pemberdayaan partisipasi demokratis yang substansial.

Literatur klasik maupun kontemporer menekankan peran krusial hukum dalam membuka peluang
partisipasi warga negara. Studi oleh (Niemeyer et al., 2023; Ross et al., 2021) dan (Banerjee, 2021)
menyampaikan bahwa pandangan demokrasi deliberatif memposisikan hukum sebagai wadah yang
memfasilitasi dialog rasional antara negara dan masyarakat. Studi lain mengindikasikan bahwa regulasi
pendorong partisipasi publik mampu meningkatkan legitimasi kebijakan serta kepercayaan publik
terhadap pemerintahan (Schmidthuber et al., 2021) dan (Holum, 2022). Namun, efektivitas regulasi
partisipatif tersebut sangat bergantung pada konsistensi antara kerangka hukum nasional dan peraturan
daerah, terutama di wilayah yang baru dimekarkan. Meski demikian, mayoritas penelitian masih
berfokus pada dimensi normatif demokrasi tanpa menghubungkannya secara eksplisit dengan hasil

pembangunan sosial di daerah dengan karakteristik administratif yang masih muda.

Penelitian kebijakan publik turut menekankan urgensi desain hukum dan institusi dalam mendorong
keterlibatan masyarakat. Penelitian oleh (Xiao et al., 2023) menunjukkan bahwa kerangka hukum yang
fleksibel dinilai efektif dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta responsivitas pemerintah
(Bovens, 2019; Sikky & Mengge, 2025). Bukti empiris dari negara-negara berkembang mengonfirmasi
bahwa kebijakan berorientasi partisipasi publik memberikan dampak positif pada keberhasilan program
sosial (Miura et al., 2025) dan (Guerrero et al., 2021). Walau begitu, kajian-kajian ini cenderung
menganalisis output kebijakan ketimbang peran hukum sebagai fondasi pendorong partisipasi
demokratis khususnya dalam konteks daerah pemekaran yang menghadapi tantangan harmonisasi

regulasi.

Dari sudut pandang pembangunan sosial yang inklusif, hukum difungsikan sebagai alat pemerataan
keadilan sosial. Sejumlah peneliti menyoroti bahwa kebijakan publik inklusif bergantung pada
legitimasi hukum yang kokoh untuk menjangkau semua strata masyarakat (Stupak et al., 2021; Taylor,
2021) dan (Haggart & Keller, 2021). Analisis hukum sosial mengungkap bahwa regulasi yang kurang
adaptif justru berisiko memperlemah inklusi sosial dan memperburuk ketidakadilan (Schippers et al.,
2024) dan (Thomsen et al., 2024). Ketidakadaptifan regulasi ini menjadi masalah serius di daerah
pemekaran ketika peraturan daerah tidak selaras dengan mandat nasional tentang perlindungan

kelompok rentan. Meskipun demikian, kajian yang menggabungkan demokrasi, hukum, dan
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pembangunan sosial ke dalam satu model analisis komprehensif di wilayah hasil pemekaran masih

terbatas.

Pada ranah nasional, studi hukum dan sosial semakin menekankan kebutuhan partisipasi publik dalam
perumusan kebijakan. Studi oleh (Hdméil4dinen & Salminen, 2025) dan (Bua & Bussu, 2021) menegaskan
bahwa hukum partisipatif krusial untuk memperkokoh tata kelola pemerintahan yang inklusif serta
demokratis. Riset oleh (Ocloo et al., 2021; Weingart et al., 2021) dan (Wang et al., 2023)
mengindikasikan bahwa kekurangan regulasi teknis menjadi penghalang primer dalam memotivasi
keterlibatan masyarakat pada kebijakan sosial. Di daerah hasil pemekaran, kekurangan regulasi teknis
ini semakin diperparah oleh rendahnya kapasitas legislasi daerah dan lemahnya koordinasi harmonisasi
dengan pemerintah pusat. Walau begitu, penelitian-penelitian ini belum sepenuhnya mengintegrasikan
kerangka hukum dengan aspek pembangunan sosial yang berkelanjutan serta tantangan spesifik yang

dihadapi daerah otonom baru.

Dari tinjauan literatur, teridentifikasi kesenjangan riset dalam penggabungan kerangka hukum,
partisipasi demokratis, dan kebijakan publik inklusif, khususnya pada konteks daerah pemekaran.
Mayoritas studi masih memisahkan pembahasan hukum dari implikasi sosial kebijakan publik (Avelino,
2021; Malek et al., 2021) dan (Ribeiro et al., 2025). Selain itu, (Macnaghten, 2021) dan (Hofer &
Kaufmann, 2023) menunjukkan bahwa analisis partisipasi publik umumnya bersifat parsial dan belum
menyusun kerangka analisis yang holistik yang mempertimbangkan variabel konsistensi regulasi antar
tingkat pemerintahan. Celah ini menggarisbawahi urgensi pendekatan terintegrasi yang menyatukan
aspek normatif dan sosial secara bersamaan dengan perhatian khusus pada daerah-daerah hasil

pemekaran yang rentan terhadap inkonsistensi regulasi.

Secara analitis, studi sebelumnya belum menghasilkan kerangka evaluasi yang efektif untuk mengukur
peran hukum dalam memperkuat partisipasi demokratis yang bermakna di wilayah dengan usia
administratif muda. Pembahasan kebijakan publik kerap mengesampingkan hukum sebagai elemen
struktural penentu inklusivitas proses kebijakan (Drieghe et al., 2021; La Barbera et al., 2023) dan
(Masuku & Macheka, 2021). Lebih lanjut, (Kiss et al., 2022; Wirtz et al., 2022) dan (Fagerholm et al.,
2021) menyampaikan bahwa pendekatan empiris yang memetakan keterkaitan regulasi, partisipasi
publik, dan outcome pembangunan sosial masih minim, terutama untuk konteks desentralisasi asimetris
di Indonesia. Situasi tersebut menandakan kebutuhan analisis normatif-empiris yang terpadu dalam

ranah hukum dan kebijakan publik di daerah hasil pemekaran.

Mengacu pada kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji peran kerangka hukum dalam
menguatkan partisipasi demokratis serta kebijakan publik yang mendukung pembangunan sosial
inklusif, dengan fokus pada bagaimana konsistensi regulasi daerah terhadap kerangka hukum nasional
mempengaruhi efektivitas partisipasi publik dan capaian pembangunan sosial inklusif di wilayah hasil
pemekaran. Kontribusi utamanya adalah penyusunan kerangka analisis terintegrasi yang menyatukan

hukum, demokrasi, dan pembangunan sosial dalam model konseptual tunggal yang aplikatif untuk
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konteks daerah otonom baru. Secara aplikatif, penelitian ini diharapkan menyediakan masukan
kebijakan bagi pengambil keputusan guna menyusun regulasi yang lebih partisipatif dan adil di tingkat
lokal. Rumusan pertanyaan penelitian adalah: “Bagaimana kerangka hukum mampu secara efektif
memperkokoh partisipasi demokratis dalam perumusan kebijakan publik demi terwujudnya
pembangunan sosial inklusif, khususnya dalam konteks konsistensi regulasi di daerah hasil

pemekaran?”’

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi desain kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris guna menganalisis
kontribusi kerangka hukum terhadap penguatan partisipasi demokratis dan kebijakan publik inklusif.
Pendekatan normatif dimanfaatkan untuk menelaah regulasi, prinsip hukum, serta kebijakan publik yang
mengatur keterlibatan masyarakat. Sebaliknya, pendekatan empiris diterapkan untuk menggali
implementasi kerangka hukum dalam praktik kebijakan publik. Integrasi kedua metode ini memfasilitasi

analisis menyeluruh antara norma hukum dan dinamika sosial yang ada.
B. Populasi dan Sampel

Populasi studi ini meliputi para pelaku dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik,
seperti pembuat kebijakan, pakar hukum akademis, serta wakil masyarakat sipil. Sampel dipilih melalui
teknik purposive sampling, dengan memprioritaskan relevansi pengetahuan dan pengalaman responden
terkait isu partisipasi demokratis serta pembangunan sosial. Total informan dalam penelitian ini
berjumlah 12 orang, terdiri dari 5 orang pembuat kebijakan daerah (anggota DPRD dan pejabat

eksekutif) yang terlibat langsung dalam penyusunan.

Perda partisipatif dan penganggaran daerah, 3 orang pakar hukum akademis (dosen hukum tata negara)
yang memiliki publikasi atau kajian tentang desentralisasi, harmonisasi regulasi, dan partisipasi publik,
serta 4 orang perwakilan masyarakat sipil (LSM dan organisasi masyarakat) yang aktif dalam forum
musrenbang atau advokasi kebijakan inklusif minimal 2 tahun terakhir. Kriteria inklusi mencakup
keterlibatan langsung atau wawasan mendalam tentang kebijakan publik dan regulasi partisipatif.
Sementara itu, subjek tanpa hubungan relevan dengan proses kebijakan publik dikecualikan dari
penelitian. Wawancara dilaksanakan pada periode Maret-April 2025, dengan durasi rata-rata 60-90
menit per informan. Seluruh wawancara dilakukan secara langsung di lokasi penelitian masing-masing
daerah pemekaran. Data hasil wawancara kemudian diverifikasi silang dengan dokumen kebijakan

untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan.
C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu studi dokumen dan wawancara
semi-terstruktur. Studi dokumen mencakup 24 dokumen hukum serta kebijakan publik dengan rincian

8 dokumen tingkat nasional dan 16 dokumen tingkat daerah. Kedua pendekatan ini dirancang secara
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sistematis agar data normatif dan empiris saling melengkapi serta memperkuat satu sama lain. Berikut

adalah Tabel 1 rincian dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini:

Tabel 1. Dokumen Hukum dan Kebijakan Publik yang Dianalisis

No Tingkat Jenis Dokumen Nomor dan Tahun Substansi
1 Nasional Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2014 | Pemerintahan Daerah.
2 Nasional Undang-Undang UU No. 25 Tahun 2009 | Pelayanan Publik.
3 Nasional Undang-Undang UU No. 8 Tahun 2016 | Penyandang Disabilitas.
4 Nasional Undang-Undang UU No. 12 Tahun 2011 | Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
5 Nasional Peraturan PP No. 12 Tahun 2019 | Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemerintah
6 Nasional Peraturan Menteri | No. 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum
Dalam Negeri Daerah.
7 Nasional Peraturan Menteri | No. 86 Tahun 2017 Perencanaan Pembangunan
Dalam Negeri Daerah.
8 Nasional Peraturan Menteri | No. 18 Tahun 2020 Pedoman Musyawarah
Dalam Negeri Perencanaan Pembangunan.
9-224 | Daerah Peraturan Daerah | 16 Perda dari 3 Tata cara musrenbang, pelayanan
kabupaten/kota publik dasar, perlindungan
pemekaran disabilitas, keterbukaan
informasi, forum warga,
penganggaran partisipatif,
koordinasi perangkat daerah, dan
mekanisme pengaduan
masyarakat.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, total dokumen yang dianalisis berjumlah 24 dokumen. Dokumen tersebut
terdiri dari 8 dokumen tingkat nasional (4 Undang-Undang, 1 Peraturan Pemerintah, dan 3 Peraturan
Menteri Dalam Negeri) serta 16 dokumen tingkat daerah berupa Peraturan Daerah. Kedelapan dokumen
nasional menjadi kerangka acuan untuk menilai konsistensi regulasi daerah terhadap hukum yang lebih
tinggi. Sementara itu, keenam belas Peraturan Daerah dianalisis tingkat keselarasannya terhadap norma

hukum di tingkat pusat.

Selanjutnya, wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali perspektif empiris dari para
pemangku kepentingan. Wawancara ini dirancang untuk mengeksplorasi pengalaman dan pandangan
informan terkait efektivitas kerangka hukum dalam mempertahankan konsistensi kebijakan. Seluruh
wawancara dilaksanakan pada periode Maret-April 2025 dengan durasi rata-rata 60-90 menit per
informan. Pendekatan pengumpulan data ini memastikan bahwa data normatif dari studi dokumen dan

data empiris dari wawancara dapat saling melengkapi serta memperkuat validitas temuan penelitian.
D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian mencakup panduan analisis dokumen serta panduan wawancara semi-terstruktur.
Panduan analisis dokumen diformulasikan untuk mengidentifikasi prinsip hukum, mekanisme
partisipasi, dan arah kebijakan publik menuju pembangunan sosial inklusif. Panduan wawancara pula
dirancang guna mengeksplorasi pengalaman serta perspektif informan terkait penerapan kerangka
hukum. Keabsahan instrumen dipastikan melalui validasi pakar dan penyesuaian selaras dengan sasaran

penelitian.
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E. Prosedur Analisis Data

Analisis data bersifat kualitatif melalui teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik. Data
normatif dieksplorasi untuk mendeteksi pola regulasi hukum yang memfasilitasi atau menghalangi
partisipasi demokratis. Data empiris wawancara diproses guna mengungkap tema dominan seputar
praktik partisipasi publik dalam kebijakan sosial. Prosedur analisis diulang secara iteratif demi

menjamin konsistensi serta kedalaman penafsiran data.
F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian dijalankan melalui serangkaian tahapan yang terintegrasi. Fase pertama mencakup pemetaan
isu serta pengumpulan dokumen hukum dan kebijakan publik terkait. Fase kedua melibatkan
pelaksanaan wawancara terhadap informan yang telah diseleksi. Selanjutnya, data keseluruhan

dianalisis secara menyeluruh untuk menyusun temuan dan kesimpulan yang selaras dengan tujuan studi.
G. Pertimbangan Etis

Studi ini mematuhi standar etika penelitian, terutama mengingat keterlibatan subjek manusia sebagai
sumber data. Setiap partisipan menerima penjelasan lengkap tentang maksud penelitian dan diminta
persetujuan tertulis secara sukarela sebelum wawancara. Anonimitas identitas serta kerahasiaan data
partisipan dijamin guna melindungi hak dan privasi mereka. Data sepenuhnya dimanfaatkan hanya

untuk tujuan akademik dan analisis saintifik.

III. HASIL DAN DISKUSI
Hasil

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Analisis terhadap dokumen hukum dan kebijakan daerah mengungkapkan variasi tingkat keselarasan
antara regulasi nasional dan peraturan daerah di kawasan hasil pemekaran. Dari 24 dokumen kebijakan
yang diperiksa, hanya sebagian saja yang secara penuh mengadopsi norma serta prinsip hukum dari
tingkat pusat. Ketidaksesuaian paling menonjol terlihat pada bidang pelayanan publik dasar dan
pengelolaan kewenangan administratif. Temuan ini menandakan bahwa proses desentralisasi di daerah

baru belum diikuti oleh harmonisasi hukum yang cukup komprehensif.

Tabel 2. Tingkat Konsistensi Regulasi Daerah terhadap Kerangka Hukum Nasional

Kategori Konsistensi Jumlah Regulasi Persentase

Konsisten 9 37,5%
Sebagian Konsisten 10 41,7%
Tidak Konsisten 5 20,8%

Tabel 2 menyajikan derajat keselarasan regulasi daerah dengan kerangka hukum nasional di wilayah
hasil pemekaran. Data tabel tersebut mengindikasikan bahwa hanya sebagian kecil regulasi daerah yang
benar-benar selaras penuh dengan norma nasional, sedangkan mayoritas termasuk dalam kategori

keselarasan parsial. Situasi ini menunjukkan bahwa penyesuaian regulasi di daerah baru masih
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dihadapkan pada hambatan struktural dan substantif. Selain itu, ketidakkonsistenan regulasi ini
berdampak langsung pada kualitas partisipasi demokratis karena masyarakat tidak memiliki kepastian

hukum dalam menyampaikan aspirasi mereka.

Regulasi yang tidak selaras juga mencerminkan ketimpangan kapasitas pembuatan undang-undang serta
koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Temuan ini memperkuat urgensi mekanisme harmonisasi hukum
yang lebih terstruktur dalam kerangka desentralisasi. Dampak lebih lanjut dari ketidakharmonisan ini
adalah terhambatnya program pembangunan sosial inklusif, terutama bagi kelompok rentan seperti
penyandang disabilitas dan masyarakat adat. Dengan demikian, konsistensi regulasi menjadi prasyarat

mendasar bagi efektivitas kebijakan publik di daerah pemekaran.
B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Sesuai tujuan penelitian, hasil analisis mengungkapkan bahwa keselarasan hukum merupakan elemen
kunci dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Daerah dengan tingkat keselarasan
regulasi yang lebih tinggi biasanya menampilkan kejelasan kewenangan dan kestabilan eksekusi
kebijakan publik. Di sisi lain, daerah berregulasi tidak selaras sering menghadapi overlap kewenangan
serta penundaan program implementasi. Temuan ini menegaskan pengaruh langsung kualitas

penyusunan hukum daerah terhadap performa kebijakan.

Keselarasan hukum juga terbukti mempengaruhi efektivitas partisipasi demokratis di daerah pemekaran.
Daerah dengan regulasi yang konsisten memiliki mekanisme partisipasi publik yang lebih terstruktur
dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Sebaliknya, daerah dengan regulasi tidak konsisten
cenderung menghasilkan partisipasi yang bersifat simbolis tanpa kepastian hukum atas tindak lanjut
usulan warga. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kepercayaan publik terhadap proses kebijakan di

daerah yang mengalami ketidakharmonisan regulasi.
C. Hasil Analisis Data

Analisis tematik dari wawancara dengan para pemangku kepentingan mengungkap tiga pola utama,
yakni ketidaktepatan penyesuaian norma nasional, keterbatasan kemampuan legislasi daerah, serta
kelemahan mekanisme pengawasan hukum. Pola pertama paling menonjol di daerah berusia
administratif kurang dari lima tahun. Pola kedua terkait kuat dengan kekurangan tenaga ahli hukum tata
negara di level lokal. Sementara itu, pengawasan yang lemah menyebabkan ketidakselarasan regulasi

tidak cepat diperbaiki.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa ketiga pola tersebut berdampak signifikan terhadap
partisipasi demokratis dan pembangunan sosial inklusif. Seorang informan dari DPRD daerah
menyatakan bahwa "kejelasan hukum di daerah kami memudahkan masyarakat untuk menyampaikan
aspirasi karena sudah diatur secara rinci dalam perda" (Informan A, wawancara 12 Maret 2025).
Sebaliknya, seorang perwakilan masyarakat sipil mengungkapkan bahwa "kami sering diundang ke

forum, tapi tidak ada kepastian hukum yang mengikat pemerintah untuk menindaklanjuti usulan kami"
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(Informan B, wawancara 15 Maret 2025). Seorang kepala dinas sosial juga menjelaskan bahwa "di
daerah yang perda-nya selaras dengan UU nasional tentang perlindungan kelompok rentan, program
inklusi sosial berjalan lebih baik karena ada payung hukum yang kuat untuk mengalokasikan anggaran"
(Informan C, wawancara 18 Maret 2025). Dengan demikian, temuan wawancara mengkonfirmasi bahwa

konsistensi regulasi berkorelasi positif dengan kualitas partisipasi dan capaian pembangunan inklusif.
D. Hasil Utama yang Signifikan

Temuan paling menonjol mengindikasikan bahwa ketidakselarasan hukum tidak hanya disebabkan oleh
perbedaan konteks lokal, tetapi juga fragmentasi dalam proses penyusunan kebijakan. Kurangnya
koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah meningkatkan risiko penyimpangan norma hukum.
Proses harmonisasi regulasi pun sering bersifat formal administratif tanpa pemeriksaan substansi hukum
yang mendalam. Hasil ini memperkuat urgensi pendekatan sistematis untuk menjaga keselarasan hukum

di wilayah baru.

Yang tidak kalah penting, ketidakselarasan regulasi terbukti menghambat terwujudnya partisipasi
demokratis yang bermakna karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses kebijakan yang
tidak memiliki kepastian hukum. Selain itu, pembangunan sosial inklusif juga terhambat karena regulasi
daerah yang tidak selaras dengan mandat nasional menyebabkan program perlindungan kelompok
rentan tidak dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat lokal. Dengan demikian, konsistensi
kerangka hukum antara pusat dan daerah bukan hanya isu teknis administratif, melainkan prasyarat
substantif bagi penguatan partisipasi demokratis. Konsistensi regulasi juga menjadi fondasi bagi
pencapaian pembangunan sosial yang inklusif di daerah hasil pemekaran. Penelitian ini menegaskan
bahwa tanpa konsistensi hukum, upaya desentralisasi justru berisiko melemahkan demokrasi partisipatif

dan memperdalam ketidakadilan sosial.

Daerah Baru Kapasitas Legislasi Regulasi Tidak
— ——
< 5 Tahun Rendah Konsisten
e - Tompug i
£ Hukum P, Kewenangan
i,
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Gambar 1. Pola Ketidakkonsistenan Regulasi dalam Implementasi Kebijakan Terdesentralisasi
Gambar 1 menggambarkan pola keterkaitan antara usia administratif daerah, kemampuan legislasi, serta
derajat keselarasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Visual tersebut mengungkap
bahwa daerah dengan usia administratif masih muda biasanya memiliki kapasitas legislasi yang lebih
rendah. Keterbatasan ini secara langsung menurunkan tingkat keselarasan regulasi yang diproduksi. Pola
ini mengindikasikan bahwa tanpa konsistensi regulasi, partisipasi demokratis dan pembangunan sosial

inklusif sulit terwujud secara optimal.
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Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsistensi hukum merupakan prasyarat utama bagi
keberhasilan implementasi kebijakan dalam konteks desentralisasi. Ketika regulasi daerah tidak
sepenuhnya selaras dengan kerangka hukum nasional, tujuan kebijakan publik menjadi sulit tercapai
secara optimal. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian dengan menegaskan bahwa desentralisasi
tanpa penguatan kapasitas hukum berpotensi menghasilkan ketidakpastian kebijakan. Selain itu,
ketidakkonsistenan regulasi juga berdampak langsung terhadap kualitas partisipasi demokratis karena
masyarakat tidak memiliki kepastian hukum dalam menyampaikan aspirasi mereka melalui forum-

forum partisipasi yang tersedia.

Temuan penelitian ini selaras dengan studi (Avelino, 2021) yang menyatakan bahwa fragmentasi
regulasi menjadi hambatan struktural dalam sistem desentralisasi kebijakan. Sejalan dengan (Masuku &
Macheka, 2021), hasil ini mengindikasikan bahwa ketidakselarasan regulasi menyebabkan
ketidakpastian pelaksanaan kebijakan di level lokal. Berbeda pula dari (Bua & Bussu, 2021) yang lebih
fokus pada partisipasi administratif, penelitian ini secara spesifik menekankan kerapuhan keselarasan
hukum di daerah hasil pemekaran. Hubungan antara konsistensi regulasi dan partisipasi demokratis
menjadi temuan penting yang membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya. Di daerah dengan
regulasi konsisten, mekanisme partisipasi publik seperti musyawarah perencanaan pembangunan
berjalan lebih terstruktur dan aspirasi masyarakat memiliki kepastian hukum untuk ditindaklanjuti.
Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah penguatan analisis normatif hukum dalam studi
desentralisasi kebijakan publik serta pengaitan langsung antara konsistensi regulasi dengan kualitas

demokrasi partisipatif di tingkat lokal.

Salah satu temuan yang agak menyimpang dari dugaan awal adalah keberadaan regulasi daerah yang
secara formal selaras, namun bermasalah saat diterapkan. Kondisi ini menggarisbawahi bahwa
keselarasan normatif tidak selalu menjamin keberhasilan kebijakan di tingkat lapangan. Faktor politik
lokal serta dinamika birokrasi turut membentuk pelaksanaan regulasi. Temuan ini juga mengindikasikan
bahwa partisipasi demokratis yang bermakna membutuhkan lebih dari sekadar regulasi formal;
diperlukan pula komitmen implementasi dari aktor-aktor lokal untuk mewujudkan pembangunan sosial

yang inklusif.

Secara teoretis, penelitian ini mengukuhkan pandangan bahwa desentralisasi membutuhkan
keseimbangan antara otonomi dan keseragaman hukum. Penelitian ini juga memperkaya teori demokrasi
deliberatif dengan menunjukkan bahwa konsistensi kerangka hukum menjadi fondasi bagi terwujudnya
dialog rasional antara negara dan masyarakat di tingkat lokal. Studi ini juga menekankan urgensi
pendekatan terintegrasi antara hukum tata negara dan kebijakan publik. Dari perspektif pembangunan
sosial inklusif, temuan penelitian mengkonfirmasi bahwa regulasi daerah yang selaras dengan mandat
nasional terutama terkait perlindungan kelompok rentan berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan

program inklusi sosial. Secara praktis, hasilnya menjadi landasan bagi pemerintah pusat guna
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memperkokoh mekanisme harmonisasi regulasi daerah serta bagi pemerintah daerah untuk merancang

kebijakan yang lebih partisipatif dan berpihak pada kelompok marginal.

Penelitian ini terbatas pada jumlah daerah yang diteliti, sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasi ke
tingkat nasional. Data wawancara pun bergantung pada pandangan aktor utama yang rentan terhadap
bias subjektif. Keterbatasan waktu juga menghalangi pengamatan dinamika kebijakan jangka panjang,
termasuk bagaimana evolusi konsistensi regulasi mempengaruhi tren partisipasi demokratis dan capaian
pembangunan inklusif dari waktu ke waktu. Walau begitu, keterbatasan ini tidak mengurangi validitas

temuan dalam ranah daerah hasil pemekaran.

Penelitian lanjutan direckomendasikan melibatkan lebih banyak daerah dengan variasi karakteristik.
Studi longitudinal diperlukan untuk memantau evolusi keselarasan hukum sepanjang waktu, termasuk
dampaknya terhadap partisipasi publik dan inklusi sosial. Pendekatan kuantitatif juga bisa digabungkan
guna mengukur pengaruh langsung keselarasan hukum terhadap performa kebijakan, serta untuk
menguji korelasi antara konsistensi regulasi dan tingkat partisipasi masyarakat. Pendekatan
multidisipliner diantisipasi akan memperkaya kajian desentralisasi kebijakan ke depan, khususnya

dalam mengintegrasikan analisis hukum, ilmu politik, dan studi pembangunan sosial secara simultan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakselarasan regulasi dalam pelaksanaan kebijakan
desentralisasi utamanya dipicu oleh usia daerah yang masih muda dan kapasitas legislasi yang belum
optimal, terutama di wilayah hasil pemekaran. Ketidakselarasan regulasi ini berdampak langsung
terhadap lemahnya partisipasi demokratis karena masyarakat tidak memiliki kepastian hukum dalam
menyampaikan aspirasi melalui forum-forum partisipasi yang tersedia. Temuan kunci mengindikasikan
bahwa daerah dengan kemampuan legislasi rendah rentan mengalami overlap kewenangan serta
ketidaksinkronan kebijakan, yang pada gilirannya menghambat terwujudnya pembangunan sosial
inklusif bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat adat. Dengan demikian,
konsistensi kerangka hukum antara pusat dan daerah merupakan prasyarat fundamental bagi penguatan

partisipasi demokratis dan pencapaian pembangunan sosial yang inklusif di daerah hasil pemekaran.

Penelitian ini menjawab rumusan masalah dengan menegaskan bahwa kerangka hukum yang konsisten
dan selaras mampu memperkokoh partisipasi demokratis melalui kepastian hukum atas mekanisme
partisipasi publik, serta mendorong pembangunan sosial inklusif melalui regulasi daerah yang berpihak
pada kelompok marginal. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum tata kelola
desentralisasi dengan memposisikan keselarasan hukum sebagai variabel utama dalam analisis
kebijakan publik daerah baru, sekaligus mengintegrasikan teori demokrasi deliberatif dan studi
pembangunan sosial dalam satu kerangka analisis. Secara praktis, temuan ini beri implikasi bagi
perancang kebijakan guna tingkatkan kapasitas legislasi daerah lewat peningkatan SDM hukum dan
harmonisasi regulasi, sebagai fondasi partisipasi demokratis serta pembangunan inklusif. Penelitian ini

menegaskan bahwa penguatan kerangka hukum yang konsisten menjadi syarat esensial bagi kebijakan
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publik yang efektif, partisipasi demokratis yang bermakna, dan pembangunan sosial yang berkeadilan
di era desentralisasi. Ke depan, studi lanjutan disarankan perluas wilayah dan teliti dinamika keselarasan
hukum antar-sektor untuk dalami keberlanjutan desentralisasi, serta mengukur secara kuantitatif korelasi
antara konsistensi regulasi dengan tingkat partisipasi publik dan capaian indeks pembangunan inklusif

di daerah pemekaran.
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